
BUPATI TELUK WONDAMA 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA 
NOMOR 37 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sarong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Y ahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim 
Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistim Infonnasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 215); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017Nomor 1067); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
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Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 
Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama N omor 6 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 2); 

31. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama. 
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakuisebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp.1.096.873.193.529 
Rp. 191.845.419.939 

Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan Rp.1.288. 718.613.468 

2. Belanja Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp.1.101.935.500.584 
Rp. 193.268.975.988 

Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan Rp.1.295.204.476.572 

Surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp. (6.485.863.104) 
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3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Rp.16.562.307.055 
Rp.10.573.556.049 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp.27.135.863.104 
Perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah / (berkurang) 

Rp. 11.500.000.000 
Rp. 9.150.000.000 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 20.650.000.000 
Perubahan 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Pasal 3 

Rp. 5.062.307 .055 
Rp. 1.423.556.049 

RP. 6.485.863.104 

(1) Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
untuk menampung penganggaran sebagai berikut: 
a. Perubahan anggaran dalam rangka percepatan penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) 
b. Perubahan kegiatan lanjutan dan/ atau kewajiban kepada pihak 

ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terkait dengan pekerjaan 
yang telah selesai pada tahun anggaran 2022 namun belum 
terbayarkan; 

c. Perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar 
jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar 
rincian obyek belanja untuk kegiatan yang bersumber dari DBH Migas 
dalam rangka otsus, Dana Otsus, DAK, Dana Desa, DBH-DR dan 
dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya; 

d. Penganggaran perubahan anggaran antar rincian obyek belanja dalam 
obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan untuk kegiatan yang bersumber dari DTU dan PAD. 

e. Penganggaran tambahan untuk kegiatan baru dan/atau perubahan 
anggaran untuk mendanai kegiatan yang wajib, mengikat, dan 
mendesak yang belum cukup tersedia anggaran dan/ atau belum 
dianggarkan. 

(2) Penjelasan atas Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa 
penambahan dan/ atau pengurangan akibat perubahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dijelaskan dalam kolom keterangan dari masing- 
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masing kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama. 

R ERTH M:P. w,'NAKI, SH 
NIP. 19760410,100312 1 007 

Ditetapkan di Rasiei 
pada tanggal 25 Oktober 2023 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

HENDRIK S. MAMBOR 

Diundangkan di Rasiei 
pada tanggal 25 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

ASERWAROY 

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 37. 
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LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA 
NOMOR 37 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENJABARANPERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 


